BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR # TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS TANAMAN PANGAN,
HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN JEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA e

BUPATI JEMBER,

= —~
-

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan organisasi"péfnerfntah yang tepat

fungsi, tepat proses dan tepat- ukuran perlu penataan kemb@h/—*"”

struktur tugas, fungsi perangkat daerah; | || R':-

b. bahwa dalam rangka men’*pf.irba:kl, menye;suatkan, struktur dan
proses organisasi yang sdst.qal dengan- ifngkungan strategisnya,
perIu 'melakukan, penyempuma&m dan penyesuaian terhadap
~tugas dan fungs1 perangkat daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

'huruf a dan huruf b, perlu menetapkan PeraturanBupati tentang

—~Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Kerja

’ ',__biﬂés Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
' Kabupaten Jember;

’/f

~ Mengingat : 1.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Noomr 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);




3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402); -

-

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pgmbiﬂa/an
dan Pengawasan Pemerintah Daerah (Lembaran Negafa Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6041); _— /F"\ [ )

6. Peraturan Presiden Nomor &7.»-’4’Téh\'i’n 20 \' tentang Peratu;‘,'-m/’/
Pelaksanaan Undang-Undapg( Nomor/ 12/ falyan | 2011 tefitang
Pembentukan _Peraturan [Pq ndaﬁ.gipaéanggﬁ:"""(Lembaran
Negara Republik-Indonesia Ta n)i.#014 Nomor 199);

7. P/e;atumnwﬂmtan Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
. ’P\ambenhlkan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah
dengan Peratutan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

| \ | | I ._! -~ ol

o C

8;‘r ';"'aﬂuran/‘ b " Menteri Pertanian Nomor
| 43/ Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenkiatur,
fJT_{;’gaS“dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan
~Pertanian Provinsi dan Kabupaten/Kota

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 Tentang
Pedoman NomenKlatur Perangkat daerah Provinsi dan Daerah
Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan,;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang
Pembinaan Dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016
tentangPembentukan  dan Susunan Perangkat  Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 3).

-

-




MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS

TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN JEMBER.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jember. _—
2. Bupati adalah Bupati Jember.

o

3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Dac;mﬁ Kabupaten
Jember.

4. Dinas Tanaman Pangan, Hor,uk\ﬂ ra( dan Perkebunan
yang selanjutnya disebut B’),nas “Din as Tanaman
Pangan, Horukultura dan Pe uﬂan Kabugaten

Jember. ot w
5. Kepala Dinas - adal,“ah LI*Ed:pala Dlhaq Taga{ﬂan Pangan,
Hortikultira dan Per ebunan Kab Jember.
6. - Sekrgt s adalah Sekretaris Dinas Tanaman Pangan,
" [ Hortikultura'dan P H:bunaﬁ Kabupaten Jember.
M\ 7. [Ke " Bidang - a atah Kepala Bidang pada Dinas
- [y | Tana a'rji_ Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
j ;{Eu \ Kabupaten Jember.
/7 '8, Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas
' _~Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
LY~  Kabupaten Jember.

L 9. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Tanaman
Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten

= Jember.

10. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat
UPTD adalah UPTD di lingkungan Dinas Tanaman
Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten
Jember.

11. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD di lingkungan Dinas
Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
Kabupaten Jember.

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang
selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten
Jember.




BAB Ii
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 2

(1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di

bidang Pertanian.

(2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di
bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah.

(3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas
melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi

-'/

kewenangan daerah di bidang Pertanian. -

(4) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagan{;m dimaksud

pada ayat (3), menyelenggarakan ftyagg/ ts , A1
a. perumusan kebijakan dacf,ah &1 bl,d | \Penéplan //,/
b. pelaksanaan kebrjakﬁ f.terfahl di bl(i é\Pertamgn'
& pelaksanaan evaluészln} n pelaporaji/ﬁ;le)ramldang
ot Fcrtaxﬁatn . o

\ d. pe‘laksanaLa.n adr“m.xstzjas: dmas di bidang Pertanian; dan

T "\I . pelaksaLaan fungs: lain vang diberikan oleh Bupati terkait

f U '\:\ - dengan tugas dan fungsi serta tugas pembantuan.
V=
’ / Bagian Kedua
’ Susunan Organisasi
Pasal 3

(1) Susunan organisasi Dinas terdiri atas :
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, membawahi :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan
3. Sub Bagian Keuangan.
c. BidangSarana, Prasarana dan Penyuluhan, membawabhi :

1. Seksi Pengelolaan Lahan Air dan Pembiayaan
2. Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian
3. Seksi Penyuluhan

—

e

-




d. Bidang Tanaman Pangan, membawahi :
1. Scksi Benih, Bibit dan Perlindungan Tanaman Pangan;

2. Seksi Produksi Tanaman Pangan;
3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Tanaman Pangan

e. Bidang Hortikultura membawabhi :
1. Seksi Benih, Bibit dan Perlindungan Hortikultura;
2. Seksi Produksi Hortikultura; dan
3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hortikultura.

f. Bidang Perkebunan, membawabhi:
1. SeksiBenih, Bibit dan Perlindungan Perkebunan;
2. Seksi1 Produksi Perkebunan; dan

-

3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Perkebunan. /////
g. UPTD. —
h. Kelompok Jabatan Fungsional. - //’/\/1,
(2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yan]g%qrad/a di bawah dan
bertanggungjawab kepada'Kepala Dlrzaaf f\\ P! ] ,,/‘/

)

(3) Bidang dipimpin oleh Keb {a Bidang yab;bmd /df‘anah dan
bertanggt&ng]”z}{)vab kepaci epala Dma%’l }/

()/Sub Bag:’aﬂ {}prmpm Olf I{epala Sub Bagian yang berada di

K ‘ blawah daf\ Fbertanggung jafwab kepada Sekretaris.

PS) Seksi dip mprn oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan

bertagggﬁng Jawab kepada Kepala Bidang.

BAB III
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Sekretariat
Pasal 4

(1) Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan,
mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi
umum, kepegawaian, perencanaan pelaporan dan keuangan

serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

—

-

-




(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

/’:’ ~ - - I }

)
| I\

(1)

1

L

(2)

(1), Sekretariat, mempunyai fungsi meliputi :

a. penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas dan
dukungan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan
dan Keuangan di lingkungan Dinas;

b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan dukungan
administrasi umum, kepegawaian, perencanaan pelaporan
dan Keuangan di lingkungan Dinas

c. pemantauan evaluasi, pelaporan tugas dan dukungan

dan Keuangan di Lingkungan Dinas; —
d. pengkoordinasian pengelolaan barang ggilik’,’,i:’laerah dan
barang milik negara yang menjadiffbf/nggﬁg,gjawab Dinas;

dan -

€. penyusunan laporah e pertangéungiawaban “atas
‘ ] ’L

pc!aksanaan tugas

Sub Bagian Umum” dan Kepegawaian
~— Pasal 5

Sub Bagxap Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas
melaksanakan pelayanan administrasi perkantoran dan
kerumahtanggaan dinas, pengelolaan asset Dinas,
Kepegawaian, Pengumpulan Dokumen serta melaksanakan
tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat(l), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai
fungsi :

a. pelaksanaan administrasi surat yang meliputi penerimaan,

pengiriman dan pendistribusian surat;
b. penggandaan naskah dinas dan pengelolaan kearsipan

dinas;

administrasi umum, kepegawaian, perencanaan pelaporan -



c. penyiapan penyelenggaraan rapat- rapat dinas, perjalanan
dinas, penerimaan tamu-tamu, keamanan dan kebersihan
lingkungan kantor serta pelayanan kerumahtanggaan
lainnya.

d. penyiapan bahan telaahan dan pelayanan informasi;

e. penyiapan dan pengkoordinasian penyusunan analisis
jabatan di lingkungan dinas;

f. penyusunan rencana kebutuhan barang dan kebutuhan
pemeliharaan barang;

g. pelayanan administrasi dan pelaksanaan pengadaan,

pemeliharaan dan pendistribusian peralatan/perlengkapan

[

-

kantor ; g
h. penatausahaan, pengamanan dan pg_::}iﬁ‘ungan
-
aset/barang milik daerah; dan i / ]
e
1. pengusulan seluruh rencana kebgt rr(kepegawalan dan
penyelenggaraan tata u kepeg’a 1 anmya ////
iB penyusunan laporar: F't,aﬁgg'ung}a t’a's‘ sanaan
_ | m "\,/ i
tugas B 1
=l | L
,’ h?éa.gtzn Per anasn dan Pelaporan
" Pasal 6

fﬁ‘ \Sub Baglanf Perencanaan dan Pelaporan, mempunyai tugas
mﬂrl’gfoordmamkan pengelolaan data, penyiapan bahan dan
penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan serta
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat(1l), Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai

fungsi:

a. pengumpulan bahan dan pengkoordinasian penyusunan
perencanaan strategis dan perencanaan tahunan OPD;

b. pengumpulan, pengolahan dan penyajian data informasi
OPD;

c. pengkoordinasian pelaksanaan input data pada system

informasi perencanaan dan pelaporan daerah;

-

—

-
-

-




d. pengumpulan bahan dan pengkoordinasian penyusunan
laporan kinerja, laporan penyelenggaraan pemerintahan
dan laporan pertanggungjawaban OPD; sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

e. pengkoordinasian penyusunan dan pengumpulan
perjanjian kinerja lingkup dinas;

f. penylapan bahan monitoring, evaluasi dan pengendalian
pelaksanaan program, kKegiatan, dan anggaran; dan

g. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas

pelaksanaan tugas.

/,/
Paragraf 3 e
Sub Bagian Keuangan
Pasal 7 gl aa%
~" A

,-"— 1 | \ ’/

(1) Sub Bagian Keuangan, mempfmym ’tu%s; mengkbordmamkan/
pengelolaan anggaran | # dmas, peng&qmtsuasmﬂ “dan
pelaporan keuangan P n#el,a.ksa_n/ajkﬁ.a;taﬁ lain yang
diberi oleh Sekretaris. || | |

] @I Untufle melaksanakan tu Jsebag.c.umana dimaksud pada ayat
/ N \ (1) Sub| Baéraﬂ Keuangan mempunyal fungsi :
] !J. \‘;a.- per}ylagan “bahan dan pengkoordinasian penyusunan
f ["z__,_’, — rericana anggaran dan rencana perubahan anggaran
" b. pelaksanaan pengelolaan anggaran belanja langsung,
belanja tidak langsung, dan penerimaan retribusi daerah
yang menjadi kewenangan dinas;
c. pengkoordinasian pelaksanaan input data pada system
informasi keuangan daerah,;
d. pengkoordinasian penatausahaan keuangan;
e. pelaksanaan verifikasi harian atas pertanggungjawaban
keuangan;
f. pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi
permintaan pembayaran,;
g. penyiapan bahan dan pengkoordinasian rekonsilisasi data
keuangan secara periodik dengan BPKAD;
h. penyiapan bahan monitoring realisasi penerimasn dan

pengeluaran;




g. Pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta
pendokumentasian di bidang sarana dan prasarana
tanaman pangan, Hortikultura dan perkebunan;

h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas
sesuai dengan tugas dan fungsinya;

1. penyusunan laporan pertanggungjawaban ataé
pelaksanaan tugas.

Paragraf 1

Seksi Pengelolaan Lahan, Air dan Pembiayaan

Pasal 9

(1) Seksi Pengelolaan Lahan, Air dan Pembiayaan mempun

tugas melakukan penyiapan bahan penyus dan

pelaksanaan  kebijakan, pelaksanaan pemberian
bimbingan teknis serta pemantaua Pengelolaan
s lain ya

idang pengembangan Pengelolaan Lahan, Air dan
pembiayaan tanaman  pangan, Hortikultura dan
perkebunan;

penyiapan bahan penyediaan lahan, jalan, usaha tani,

jalan produksi dan jaringan irigasi tersier serta jaringan

kuarter;

c. penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi,
optimalisasi dan pengendalian lahan tanaman pangan,
Hortikultura dan perkebunan; |

d. penyiapan bahan pengembangan tata ruang dan tata guna |
lahan tanaman pangan, Hortikultura dan perkebunan;

e. penyiapan bahan bimbingan pemberdayaan kelembagaan

pemakaian air;



i. pengumpulan bahan, mengkoordinasikan dan
menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan;

j. pengkoordinasian dan penyusunan laporan keuangan;
dan

k. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas
pelaksanaan tugas.

Bagian Kedua
Bidang Sarana,Prasarana dan Penyuluhan

Pasal 8

(1) Bidang Sarana, Prasarana dan Penyuluhan mempunyai tugas

melaksanakan penyusunan pelaksanaan kebijakan, bimbing

dan penyuluhan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagai 1d pada ayat

mempunyai

En n ‘CP nyediaan dukungan infrastruktur /

b /kdﬂmat dan mesin pertanian bidang tanaman
\

angan, Hortikultura dan perkebunan;

Pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan air
bidang pertanian tanaman pangan, Hortikultura dan
perkebunan;

d. Penyediaan, pengawasan dan bimbingan penggunaan
pupuk, pestisida serta alat dan mesin pertanian tanaman
pangan, Hortikultura dan perkebunan;

e. pelaksanaan penyuluhan, bimbingan teknis dan
pembiayaan tanaman pangan, Hortikultura dan
perkebunan;

f. pelaksanaan fasilitasi investasi tanaman pangan,

Hortikultura dan perkebunan;



pelaksanaan penyusunan standart, pedoman, norma,
kriteria dan prosedur pembiayaan Pertanian;

pelaksanaan bimbingan teknis pembiayaan pertanian yang
meliputi  asuransi  pertanian, akses permodalan,
pengembangan lembaga keuangan mikro agribisnis dan

resi gudang

. penyusunan bahan pembinaan, evaluasi dan pelaporan

penerapan pembiayaan Pertanian serta perkembangan
datanya; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang
sesuai tugasnya,

penyusunan laporan pertanggungjawaban atas

pelaksanaan tugas.

Paragraf2
Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian

Pasallo | L

1 Vg WP
o j [ A\ | . “"__,
(1) Seksi Pupuk,‘ Pestisida, v\ut[—dan ;Mcs!ﬁ;@ﬁaﬁan mempunyai
' tugas- "’ﬁie}akukgn penﬁaipan _f'béﬁé;l penyusunan dan

- ’ﬁelaksaha:ap-- kebija};_a_n,*_‘ pemberian bimbingan teknis dan

A pemantauah 'jserta evaluasi di bidang pupuk, pestisida, alat

| ¥ | dan mes{sj_}riﬁértanian dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala

/ J"""- /Bjdafiig sesuai lingkup tugasnya.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) Seksi Pupuk, Pestisida dan Mesin Pertanian mempunyai

fungsi meliputi:

a.

penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan

pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;

. penyediaan pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;

. pengawasan peredaran dan pendaftaran pupuk, pestisida,

alat dan mesin pertanian;

. penjaminan mutu pupuk, pestisida, alat dan mesin

pertanian;

. perencanaan pelaksanaan dan menyiapkan bahan

bimbingan teknis dan pemantauan pupuk, pestisida dan

alat dan mesin pertanian;




f.

pelaksanaan bahan penyusunan pedoman, inventarisasi,
jenis dan merk alat mesin pertanian terdaftar serta

penilaian ijin usaha;

. pelaksanaan pola pembinaan, monitoring dan evaluasi

Usaha Pengelolaan Jasa Alsintan (UPJA), Brigade alat

mesin pertanian dan bantuan alat mesin pertanian;

. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas

pelaksanaan tugas.

. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas

pelaksanakan tugas;

. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

-

sesuai dengan lingkup tugasnya. =

Paragraf 3 =~ -
Seksi Penyuluhan
Pasal 11 |

(1) Seksi Penyuluhan mempunyai tugas | xﬁis&.gkdukan penyiapan

bahan penyusﬁnan/ kebijakan, pelakﬁ:ri@&n; dan pemberian
AN Y

bimbingan ﬁl_:Cl{nlS serta bémantauaq;‘,ﬂa(evaluasi ketenagaan

—dah metodé serta informasi _peﬁyﬁ-luhan serta tugas lain yang

diberikan oleh Kepala Bidang.

. (-2)' Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

J "J _j(-l’;' Seksi Penyuluhan mempunyai fungsi meliputi :

a.

penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran seksi
penyuluhan;

penyiapan bahan penyusunan kebijakan, ketenagaan dan
metode serta informasi penyuluhan;

penyiapan bahan penyusunan program penyuluhan;
penyiapan bahan materi dan pengembangan metodologi
penyuluhan;

penyiapan bahan informasi dan media penyuluhan;
penyiapan bahan pengembangan dan pengelolaan sistem
manajemen informasi penyuluhan;

penyiapan bahan penguatan dan peningkatan serta

peningkatan kapasitas ketenagaan penyuluhan;



h. penyusunan dan pengeiolaan data base ketenagaan
penyuluhan;

1. penyiapan bahan pengembangan kompetensi kerja
peyuluhan;

J. penyiapan bahan dan fasilitasi penilaian dan pemberian
penghargaan kepada penyuluh;

k. penyiapan bahan dan fasilitasi akreditasi kelembagaan

penyuluh;

peyiapann bahan dan fasilitasi sertifikasi dan akreditasi

kelembagaan petani;

[

m. penyiapan bahan penilaian dan pemberian penghargaan

kepada kelembagaan penyuluhan; i

L
n. pelaksanaan sosialisasi penanggulangan bencana alam di

bidang tanaman pangan, Hortlkultura d /perkcbunan

0. pelaksanaan monitoring, eval d\ar{ pclaporan seksi

penyuluhan; — 01/ / I

~
| -

o X pcxaksmaan tuga:yifafn bfmg ﬁibcnkhh‘ Ak-hf :{tpajafsidang,

A

11 | L ‘ VJ ,’
| | I J

[ ”)Ba_t’gianketiga

" | Bidang Tanaman Pangan

LJ WV /L /f_'_f-- | Pasal 12

‘ [
L |
gl ‘ |
[ \ |
| | | ]
|.-

f(L}‘ Bxdang Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan

,_,--/ penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis

peningkatan produksi dan pemantauan/evaiuasi di bidang
tanaman pangan serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Dinas.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Bidang Tanaman Pangan mempunyai fungsi meliputi :

a. penyusunan kebijakan Benih, Bibit, produksi,
perlindungan,pelaksanaan penyusunan standar,
pedoman, penetapan kebijakan prosedur teknologi
budidaya pengolahan dan pemasaran hasil di Bidang
Tanaman Pangan,

b. penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di

Bidang Tanaman Pangan,;

-




€. pembinaan peningkatan mutu dan peredaran benih di
Bidang Tanaman Pangan;

d. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit,
penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan
iklim di Bidang Tanaman Pangan;

€. pemberian bimbingan pasca panen, pengolahan dan
pemasaran hasil di Bidang Tanaman Pangan;

f.  pemberian rekomendasi teknis peningkatan produksi di
Bidang Tanaman Pangan;

g pemantauan dan evaluasi di Bidang Tanaman Pangarn;
dan

h. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan o}t;h//

Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

—

Paragraf1
Seksi Benih, Bibit danPe’;lmdimga\g Tg_uitman Pangan -
sal 13 | I i

(1) Seksi Bjihih Bibitl Tldan ‘Pét’:l!inkl’trﬁfgan Tanaman
Paaganmmpunya: tugas melakukan penyiapan bahan
“penyusunan  dan pelaksman kebijakan, pemberian
bimbingan [teknis dan _pemantauan serta evaluasi di bidang

. Benih, Bibit dan_ perlmdungan tanaman pangan serta tugas
lain yang dxbcrlkan oleh kepala Bidang.

(2), Uhtuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) Seksi Benih, Bibit dan Perlindungan Tanaman Pangan
mempunyai fungsi meliputi :

a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran
Seksi Benih, Bibit dan Perlindungan Tanaman Pangan;

b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang
Benih, Bibit dan perlindungan di bidang tanaman pangan;

c. penyiapan bahan pembinaan peningkatan mutu benih di
bidang tanamanpangan,;

d. penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan
benih dan pengembangan varietas unggul di bidang
tanamanpangan,;

e. penylapan bahan rekomendasi pemasukan dan
pengeluaran benih  yang  beredar di  bidang

tanamanpangan;




f. penyiapan bahan bimbingan produksi benih dan
kelembagaan benih dj bidang tanaman pangan;

8. penyiapan bahan pengendalian Serangan Organisme
Pengganggu Tumbuhan (OPT) di bidang tanaman pangan;

h. penyiapan bahan pengamatan  OPT di  bidang

tanamanpangan;

p—

penyiapan bahan pengendalian, pemantauan, bimbingan
operasional pengamatan dan peramalan OPT di bidang
tanamanpangan;

pengelolaan data OPT di bidang tanaman pangan;

L
.

k. penyiapan bahan bimbingan kelembagaan OPT di bld,a:ng a
tanamanpangan; s
. penyiapan bahan pembinaan dan pe /gawaseﬁi perbenihan

tanaman pangan termasgk ,pembm_gan penangkar -~

benih/bibit; il "f \ =
m. pelaksanaan pctnc}b i dan rama‘jan }ael;a}r rawan
bencana, endemis ser gan hama da/n’penyaklt tanaman
me’(akukan upaya pe Eegahan dan pengendalian masal
tefhadap serangan ham dan penyakit tanaman pangan:

| n. penyiapan bahan sekolah lapang pengendalian hama

_ | : terpagl_ﬁ--éi bidang tanaman pangan;

f J,""‘.,:?"/f_'_)pé'h-}'riapan bahan penanganan dampak perubahan iklim di

- bidang tanaman pangan;

P. penyiapan bahan penanggulangan bencana alam di
bidang tanaman pangan;

q. penyiapan bahan bimbingan teknis Benih, Bibit dan
perlindungan di bidang tanaman pangan;

r. pelaksanaanevaluasi dan laporan dan pendokumentasian
kegiatan Seksi Benih, Bibit dan Perlindungan Tanaman
Pangan;dan

s. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang.




Paragraf 2 |
Seksi Produksi Tanaman Pangan |
Pasal 14

(1) Seksi Produksi Tanaman Pangan mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan,
pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di

bidang produksi tanaman pangan. o

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) Seksi Produksi Tanaman Pangan mempunyai fungsi

meliputi : o

/
-
a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan gnggfran

-

Seksi Produksi Tanaman Pangan; - /:

/

b. penyiapan bahan penyusuqan }m(an standar,
pedoman, Kriteria da_rl pfosﬁdur gﬁ‘ xdaya di bﬁda Ang
Peningkatan Produkst Tanaman ‘Pan

c. penylapan “bahan pdk teknolog{ \Bu‘;ﬁd/ya tanaman
pang ,sEesxﬁk lokasn}y ng‘berwiwasan lingkungan;

“ ‘penyia an)| bahan penj

) an rencana tanam luas tanam
o

, dan prbduksx d1 bjdang tanaman pangan;

f‘pi . e v penyﬁa ,an bahan sosialisasi dan bimbingan teknis

M \. o .cek/ menda51 penerapan teknologi budidaya tanaman

L pangan,;

f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi realisasi rencana luas
areal tanam, luas panen, produktivitas dan prodiuksi
tanaman pangan

g pelaksanaan bimbingan peningkatan mutu dan produksi |
di bidang tanaman pangan; |

h. pelaksanaan bimbingan penerapan teknologi budidaya di
bidang tanaman pangan;

1. pelaksanaan evaluasi dan laporan dan pendokumentasian
kegiatan Seksi Produksi tanaman pangan; dan

J. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang.




(1)

(2)

- te] aman 4
’(’i’ ‘pcrj’g bahan TA

Paragraf 3
Seksi Pengolahan dan Pemasaran Tanaman Pangan
Pasal 15

Seksi Pengolahan dan Pemasaran Tanaman Pangan
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dan pemberian
bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi dirhidang
pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan dan
tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Tanaman Pangan

/

mempunyai fungsi meliputi : =

a. penyiapan bahan penyusunan kebijakgn:’&i/ bidang
pengolahan hasil tanaman pangan i e

b. penyiapan bahan bumbmgan uq‘n ﬁeﬁgembangan urut il
pengolahan hasil di Br ’ht Q.Fga.n ,x"/

uﬁPhan afafi pehgglahﬁn hasxl di

ri’;' | ),/ /’

&. penylapan bahan '

'e;'apan cara produksi pangan
| 'olahan[ yang baik” (CPPOB] dan pemberian surat
kcter&(l_gan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP) di bidang

_ tanaman pangan;

€. pelayanan dan pengembangan informasi pasar di bidang
tanaman pangan;

f. pelaksanaan fasilitasi promosi produk di bidang tanaman
pangan;

g penyiapan  bahan  pemberian imbingan  teknis
pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman
pangan;

h. pemantauan dan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil di bidang
tanaman pangan;

i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala

Bidang sesuai dengan tugasnya.

P




Bagian Keempat

Ridang Hortikultura
Pasal 16

(1) Bidang Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis
dan pemantauan/evaluasi di bidang Hortikulturaserta tugas
lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Bidang Hortikultura mempunyai fungsi meliputi :

a. penyusunan  kebijakan  Benih, Bibit, produksi,

perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di/,/""'/

bidanghortikultura;

b. penyusunan rencana kebutuhan dan pgn-y‘eﬂ:igan benih

-

di bidanghortikultura; i

-

-

c. pembinaan pemngkatan mfhtu _\V benih i
bidanghortikuleara; = | — 7L
?L perrerapahaqiﬁééﬁgkatan mutu
proditlesi di bidanghortikultura;

d. pemberian  bimbinga

e. pengendalian dag,,ﬁeﬁénggulangan hama penyakit,
penaqggulangaﬁ bencana alam, dan dampak perubahan
iklim "&‘i"bidanghortikultura;

e f. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan
pemasaran hasil di bidanghortikultura;

g- pembinaan terhadap keamanan pangan segar dan
pendampingan dalam perolehan sertifikat keamanan
pangan segar;

h. pemberian rekomendasi teknis dibidanghortikultura;

1. pemantauan dan evaluasi dan pelaporan di bidang
hortikultura;dan

j- pelaksanakan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh

Kepala Dinas sesuai dengan bidangtugasnya.




Paragraf 1
Seksi Benih, Bibit dan Perlindungan Hortikultura
Pasal 17

(1) Seksi Benih, Bibit dan Perlindungan Hortikultura
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan
dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis
dan pemantauan serta evaluasi di bidang Benih, Bibit dan

perlindungan Hortikultura serta tugas lain yang diberikan

oleh Kepala Bidang.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) Seksi Benih, Bibit dan Perlindungan Hortikultural/

-

mempunyai fungsi meliputi :
a. penyiapan bahan penyusunan rencang__,dgh/:amggaran
Seksi Benih, Bibit dan Pcrlindungaﬂ/f-i;‘i'ﬁkuitura'
b. penyiapan bahan penyusunan kebi_)akan di bldang
Benih, Bibit dan perlmf‘ungavz di b:gang homkultura -

. Denylanan bahanr | . p&mngkatgn/\ muf.u “benih  di
7 _bidqnghértxkultura ]_i )

~ d.'peﬁylapan bahan pcnyusunan rencana kebutuhan
benih_dan pengembangan varietas unggul di bidang
horuku’ltura

£, .penylapan bahan rekomendasi pemasukan dan
pengeluaran benih yang beredar dibidang hortikultura;

f. penyiapan bahan bimbingan produksi benih dan
kelembagaan benih di bidang hortikultura;

g. penyiapan bahan pengendalian serangan OPT di bidang
hortikultura;

h. penyiapan bahan pengamatan OPT di bidang
hortikultura;

i. penyiapan bahan pengendalian, pemantauan,
bimbingan operasional pengamatan dan peramalan OPT
di bidang hortikultura;

j. pengeiolaan data OPT dibidang hortikulitura;

k. penyiapan bahan bimbingan kelembagaan OPT di
bidang hortikultura;

-



J

(.

I. penyilapan bahan sekolah lapang pengendalian hama
terpadu di bidang hortikultura;

m. penyiapan bahan penanganan dampak perubahan iklim
di bidang hortikultura;

n. penyiapan bahan penanggulangan bencana alam di
bidang hortikultura;

o. penyiapan bahan bimbingan teknis Benih, Bibit dan
perlindungan di bidang hortikultura;

pP. pemantauan, evaluasi, pelaporan dan
pendokumentasian kegiatan Seksi Benih, Bibit dan
Perlindungan Hertikultura; dan e

q. pelaksanaan tugas-tugas lain yang dibfyjka:h""bleh
Kepala Bidang sesuai dengan bida%ﬁfa.

1

( 1) Seksi '_Prp'(_i"uksi Horti ﬂttura,memﬁﬁnyai tugas melakukan

periyiapan bahan perryusunan dan peiaksanaan kebijakan,

\ pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi

“ |~ di-bidang produksi Hortikultura serta tugas lain yang

| [\ —diberikan oleh Kepala Bidang.

r/

-

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) Seksi Produksi Hortikultura mempunyai fungsi
meliputi :

a. penylapan bahan penyusunan rencana dan anggaran
Seksi Produksi Hortikultura;

b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan, di bidang
peningkatan produksi hortikultura;

c. penyiapan bahan penyusunan rencana tanam dan
produksi di bidang hortikultura;

d. penyiapan bahan paket teknologi budidaya tanaman
hortikultura, spesifik Ilckasi yang berwawasan

lingkungan;




(1)

@

e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi realisasi rencana

luas areal tanam, luas panen, produktivitas dan
produksi hortikultura;

pelaksanaan bimbingan peningkatan mutu dan
produksi di bidang hortikultura;

pelaksanaan bimbingan penerapan teknologi budidaya
di bidang hortikultura;

pelaksanaan pemantauan, evaluasi , penyusunan
laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi
Produksi Hortikultura;dan

pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh

Kepala Bidang sesuai dengan bidangtugasnya. =

Paragraf 3
Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hortilcultura

P

Pasal 19 g

Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hortiku}tura mempunrat

tugas melaksanakan
pelaksanahn kebualﬁg
: -serta pd:rqantauan damevaluasl di bidang pengolahan dan

‘ ;Tcn iapan bfih/?x} penyusunan dan
dan pembef;an ‘bimbingan teknis

pemasaran hasil Hortlkultura serta tugas lain yang

diberikan-oleh kepala Bidang.

Unmk/&;ﬁe-}aksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

~ayat {1} Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hortikultura

mempunyai fungsi meliputi :

a.

penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang
pengolahan hasil Hortikultura;

pembinaan terhadap keamanan pangan segar dan
pendampingan dalam perolehan sertifikat keamanan
pangan segar;

penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit

pengolahan hasil di bidang Hortikultura;

. pelaksanaan penyusunan rencanakebutuhan alat

pengolahan hasil di bidang Hortikultura;
penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan

olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian surat




keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP) di bidang
Hortikuitura;

f. pelayanan dan pengembangan informasi pasar di bidang
Hortikultura;

g. pelaksanaan fasilitasi promosi produk di bidang
Hortikultura;

h. pelaksanaan penyiapan bahan pemberian bimbingan
teknis pengolahan dan pemasaran hasil di bidang
Hortikultura;

1. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil di bidang
Hortikuitura; e

j. pelaksanaan tugas lain yang diberika/n/délﬁx kepala
Bidang. ) /,,- A\

f.,'

Bagian Kelima |

Bidapg’Etrli:ebtmhq f\ \ 1| e

?a120 \ G v, U_—

S

(1 Bldang Peﬂkebunan i‘ mpunym - J;ugas melaksanakan
penyu An pelaksaliplg.h kebljakan dan  pemberian

nis serl;a pemantauan dan evaluasi di bidang

\ ]Berkebﬁ n jian tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Bidang Perkebunan mempunyai fungsi meliputi :

a. penyusunan Kebijakan di bidang Benih, Bibit, produksi,
perlindungan, pengolahan dan pemasaran
hasilperkebunan;

b. penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan
benih/bibit di bidangperkebunan,;

c. pembinaan peningkatan mutu benih/bibit di
bidangperkebunan;

d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan mutu
produksi di bidangperkebunan,;

e. pengendalian dan penangguiangan hama penyakit,
penanggulaigai bencaiia alam, dan dampak
perubahan iklim di bidangperkebunan;

—

-
-




(1)

b -'peny.apan bahan

f. pemberian bimbingan pasca panen, pengolahan dan

pemasaran hasil di bidangperkebunan;

o

pemberian rekomendasi teknis dibidangperkebunan:

h. pemantauan dan evaluasi di bidang perkebunan;

i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
sesuai dengan tugas dan fungsinya;dan

Paragraf 1
Seksi Benih, Bibit dan Perlindungan Perkebunan
Pasal 21

Seksi Benih, Bibit dan Perlindungan Perkebunan mempunyai

tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebuakgn/ -

pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis - Serta

pemantauan dan evaluasii bidenag Bemh /’belt dan
perlindungan perkebunan.

/"

Untuk melaksanakan tugas sebagaamma dupaksud pada ayat

(1), Seksi Benih, Bibit dan Perhhflungan Pcrkebunag,
mem punyaj fungsi mehpuu

a. penytapan bahan | cny‘usunah rencqna dan fanggaran

Seks;Bc ih, Bibit d Pjnlpcihndunggj{PLﬂccbunan
nyusunain kebijakan di bidang Benih,

Bibit dan perllndunganpcrkebunan

c4 pelaksanaan penyedlaan bahan pembinaan peningkatan

mutu,.bgmh di bidangperkebunan;

. pereficanaan kebutuhan benih dan pengembangan

“varietas unggul di bidangperkebunan,;

e. penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan
pengeluaran benih yang beredar di bidang perkebunan;

f. penyiapan bahan bimbingan produksi benih dan
kelembagaan benih di bidangperkebunan;

g. penylapan bahan pengendalian Organisme Pengganggu
Tanaman (OPT) di bidang perkebunan;

h. penyiapan bahan pengamatan OPT di bidang
perkebunarn;

1. penyiapan bahan pengendalian, pemantauan, bimbingan

operasional pengamatan dan peramalan OPT di

bidangperkebunan;

pengelolaan data OPT di bidangperkebunan,;

k. penyiapan bahan bimbingan kelembagaan OPT di
bidangperkebunan,;

L

l. penyiapan bahan sekolah lapang pengendalian hama
terpadu di bidangperkebunan;




M. penyiapan bahan penanganan dampak perubahan
iklim di bidangperkebunan;

n. penyiapan bahan penanggulangan bencana alam
di bidangperkebunan;

0. pemberian bimbingan teknis Benih, Bibit dan
perlindungan di bidang perkebunan

pP- penyiapan pemberian rekomendasi teknis/izin
usaha di bidang Benih, Bibit /pembibitan
perkebunan;

q. penyusunan pelaporan dan pendokumentasian
kegiatan Seksi Benih, Bibit dan Perlindungan
Perkebunan;dan

r. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Bidang sesuai dengan bidangtugasnya.

Paragraf 2 T

Selksi Produkei Perkebunan ,

Pasal 22 7 ‘
,/" ~1 .‘V’, !

(1) Seksi Produksi Pf-rkeb"nan m&mp,my,?\ *L.gais| m\,lakukan
penyiapan bahan Denyu na;n ke'tn‘jal{céﬂmE pelaksanaan’ dan
pembenan blmbmgan teI 1s =s;erta pt:l‘r’amauan’ dan evaluasi
—mg prddukm petkel‘) nan dan tugas lain yang diberikan

—oleh Kep 1 Bidang. U

ﬂ) Untuk melhkfanakan tugas sebagalmana dimaksud pada ayat
J \‘, (1), Seksx Prpdukm Perkebunan mempunyai fungsi meliputi :

/'1;,‘ a penylapan bahan penyusunan rencana dan

2 aiiggaiaii Seksi Produksi Perkebunan;

b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang
produksiperkebunan;

¢. penyiapan bahan rencana tanam dan produksi
di bidangperkebunan;

d. penyiapan bahan paket teknologi budidaya tanaman
pangan, spesifik lokasi yang berwawasan lingkungan;

e. penyiapan bahan sosialisasi dan bimbingan teknis
rekomendasi penerapan teknologi budidaya perkebunan:;

f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi realisasi rencana
luas areal tanam, luas panen, produktivitas dan produksi
perkebunan

g. pelaksanaan bimbingan peningkatan mutu dan

produksi di bidangperkebunan;




h. pelaksanaan bimbingan penerapan teknologi
budidaya di bidangperkebunan;

i. penyusunan pelaporan dan pendokumentasian
kegiatan Seksi Produksi Perkebunan;dan

J. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Bidang sesuai dengan bidangtugasnya.

Paragraf 3
Seksi Fengolahan dan Pemasaran Perkebunan
Pasal 23

(1) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Perkebunan mempunyai
tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan,
pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis serta
pemantauan dan evaluasi di bidang pe/rggo}a;ﬁan dan
pemasaran hasil perkebunan serta tuggs/léjr/ryé}lg diberikan

oleh Kepala Bidang. 0 T\ ! A

\

(2) Untuk melaksanakan tugas sebaga:tmana dimaksud pada ayat .

(1), Seksi Pengolahan d:g;n} emasaran PCA(cbu/rlaﬁ mempunyal

fungSl mc'l;putl B )LJ ,__)//

“A. penylapan bahan pen ,sunar&-;‘é'ncana dan anggaran seksi

, Pengoia[hgn dan pqmasaréh hasil perkebunan;

[ b. penyia rL bahan penyusunan Kkebijakan di bidang

_ pc_ngoléﬁan hasil perkebunan;

:}"’(E.J’Hpenyiapan bahan himhingan dan pengembangan unit
pengolahan hasil di bidang perkebunan,

d. penyiapan dalam penyusunan kebutuhan alat pengolahan
hasil di bidang perkebunan;

e. penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan
yang baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan
kelayakanan  pengolahan  (SKKP/SKP) di bidang
perkebunan;

f. pelaksanaan pelayanan dan pengembangan informasi
pasar di bidang perkebunan,;

g. pelaksanaan fasilitasi promosi produk di bidang

perkebunan;



h. pelaksanaan penyiapan bahan pemberian bimbingan
teknis pengolahan dan pemasaran hasil di bidang
perkebunan;

i. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil di bidang
perkebunan;

J. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil di bidang
perkebunan

k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

sesuai dengan tugasnya.

BAB IV 7
UPTD
Pasal 24 j’

(1) UPTD mempunyai tgga-s‘j'ﬁéfﬁbwtu ‘;"‘ﬁe\l‘aks‘anaan seba,giaf{/
tugas Dinas. Ml ¢ i ’I ) I""‘i" A
2) UPrD,djpmppm oleh AeL
~dan bct‘tanggungjawab kcpada Kepala Dinas.
(3) UP’T‘Dmerupakan Klasxﬁkasx B.

rang chala—yﬁng berada di bawah

5‘4 (4) Jumlah, NOmen'klatur Susunan Organisasi dan uraian
 ' tugas dan fungsx UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.

| | g
|-

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 25

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga
dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam
berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional
senior yang diangkat oleh Bupati.

(3)Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan
oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja,

sesuai peraturan perundang-undangan.




BAB VI
TATA KER.JA
Pasal 26

(1) Dalam melaksanakan tugas dan funginya, Kepala Dinas,
Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Ragian, Kepala Seksi
dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip
koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam
lingkungan masing - masing maupun antar satuan
organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi
lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan
fungsi masing - masing. -
(2) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mg;gﬁ(asi
bawahannya masing - masing dan bila terjadi PEnyimpangan
agar mengambil langkah - langkah y. dlpcﬁukan

(3) Setiap pemimpin satuan /mgarﬁsd £\ wb?'tamggungjawa /
memimpin dan meq.gkpm‘d/ inasi bawélfy.h/masmg /maang
dan membepkén mej:i: iﬂsrrna peWaksanaan
tugasﬁaWahannya i ) ¥

,/("H'Setlap pemampm sebu_lhr opg’amsa& wajib mengikuti dan

‘ mem.atuhx,,pﬂtunjuk dan bertanggung Jjawab pada atasannya

[\ rnasmg -vrpasing serta menyampaikan laporan berkala tepat

A Maktu

) /‘(5/ Sctlap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan
organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan
sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan
untuk memberikan lebih lanjut dan untuk memberikan
petunjuk kepada bawahannya.

(6) Dalam menyampaikan laporan masing - masing kepada
atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada
satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai
hubungan kerja.

Pasal 27

Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantum

dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati in.



BAB VII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN
Pasal 28
(1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari

Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul
Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang
undangar.

(2} Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi
diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri
Sipil yang memenuhi syarat atas usul Kepala Dinas melalui

Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. i .
e
BAB Viii e
ESELON JABATAJL/
Pasal ‘ o
(1) Kepala Dinas merupa__a_n Jaba.tan [ & 1 J; IP'b atau Jabata}'/
- |‘ | I “-— -
Pimpinan nggl Pratzgmg IRIRAS U \( J/ il

(2) Sekretaris. mempgkah Ua?atan es\al?q,‘m u Jabatan
Agimmrstra}mr 1IN

7 ’?) Kepaia | !Bldang menup&l&gn Jabatan Eselon Il b atau

. | Jabat {mmstratdr

QW ' \\(l“] KepaiaL/Sub ‘Bagian, Kepala Seksi dan Kepala UPTD

- mcmpaxan Jabatan Eseion iV a atau merupakan Jabatan
J ”
~_~— Pengawas.

o BAB IX
e HETENTUAN FENUTUP
P Pasal 30

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan
Bupati Jember Nomor 48 Tahun 2016 tentang Susunan
Kedudukan, Tugas dan Fungsi Dinas Tanaman Pangan,
Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember (Berita Daerah
Kabupaten Jember Tanun 2016 Nomor 48], dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku.
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